
MENTER! KEUAI'f GAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NO MOR 1 68 / PMK. 05/ 20 15 

TENT ANG 

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAI--1 
PADA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

DENGAN RAI-IMAT TUI-IAN YANG MAI-IA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a.  bahwa untuk melaksanakan penyaluran anggaran Bantuan 
Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga yang tertib, 
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu 
mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Anggaran 
Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria 
Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan 
dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan 
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 
Negara/ Lembaga; 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 13 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3  
Nomor 1 03 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5423); 

MEMUTUSKAN: . 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG MEKANISME 
PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH PADA 
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi 
kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah 
kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga 
pemerin tah / non pemerin tah . 

2 .  Daftar Isian . Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang 
digunakan se bagai acuan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara (APBN) . · 

3 .  Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bertanggung j awab atas 
pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga 
bersangku tan . 

4 .  Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari . PA untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab 
penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/ Lembaga 
yang bersangku tan . 

5 .  Satuan Kerja  yang selanjutnya disebut Satker adalah unit 
organisasi lini Kementerian Negara/ Lembaga atau unit 
organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan 
Kementerian Negara/ Lembaga dan memiliki kewenangan dan 

· tanggung jawab penggunaan anggaran . 

6 .  Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA 
untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat 
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 

7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang 
selanjutnya disebut PP-SPM adalah pej abat yang diberi 
kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas 
Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar. 

8. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 
Belanj a  Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/ Satker 
Kementerian Negara/ Lembaga. 

9 .  Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya 
disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu 
Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran 
kepada yang berhak ·guna kelancaran pelaksanaan kegiatan 
tertentu. 
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1 0 .  Uang Persediaan yang selanjutrtya disingkat U P  adalah uang 

muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada 
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan 
operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran 
yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 
melalui mekanisme pembayaran langsung. 

1 1 . Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP 
adalah· uang muka yang diberikan kepada Bendahara 
Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 
1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan . 

1 2 .  Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi 
permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 

13 . Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut 
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM 
untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam 
rangka pembayaran tagihan kepada penenma hak/ 
Bendahara Pengeluaran . 

1 4 .  Bank/ Pos Penyalur adalah bank/ pos mitra kerj a  sebagai 
tempat dibukartya rekening atas nama satuan kerja  untuk 
menampung dana Bantuan Pemerintah yang akan 
disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah . 

1 5 . Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. untuk 
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar 
seluruh pengeluaran negara. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai 
pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungj awaban 
Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria 
Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga yang 
bersumber dari APBN.  

Pasal 3 

Anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 meliputi: 
a .  Pemberian penghargaan; 
b. Beasiswa; 
c .  Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; 
d .  Bantuan operasional; 
e .  Bantuan sarana/ prasarana; 
f. Bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan 
g. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan 

Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. 
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BAB III 

PENGALOKASIAN ANGGARAN 

Pasal 4 

( 1 )  Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah dilaksanakan 
sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, beasiswa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dan bantuan 
operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d 
dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja  Barang Non 
Operasional . 

(3) Bantuan Pemerintah dalam bentuk tunjangan profesi guru 
dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf c dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja  
Gaj i  dan Tunjangan Pegawai Non PNS. 

(4) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/ 
prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dan 
bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dialokasikan 
pada Kelompok Akun Belanja  Barang Untuk Diserahkan 
Kepada Masyarakat/ Pemda. 

(5) Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang 
memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan 
oleh PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g 
dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja  Barang Lainnya 
Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda. 

Pasal 5 

( 1 )  Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud <la.lam 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan 
penelaahan Rencana Kerja  Anggaran Kementerian 
Negara/ Lembaga. 

(2) Anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  dituangkan dalam DIPA Kementerian 
Negara/ Lembaga. 

BAB IV 

PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM, PETUNJUK TEKNIS ,  DAN 
PENETAPAN PENERIMA 

Pasal 6 

( 1 )  PA menyusun Pedoman Umum dalam rangka penyaluran 
Bantuan Pemerintah. 
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(2) Berdasarkan Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) , KPA menyusun Petunjuk Teknis penyaluran 
Bantuan Pemerintah . 

Pasal 7 

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) , 
paling sedikit memuat: 
a. Dasar hukum peinberian Bantuan Pemerintah; 
b .  Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; 
c .  Pemberi Bantuan Pemerintah; 
d .  Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; 
e. Bentuk Bantuan Petnerintah; 
f. Alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah; 
g .  Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; 
h .  Penyaluran dana Bantuan Pemerintah; 
1. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; 
J. Ketentuan perpajakan; dan 
k. Sanksi . 

Pasal 8 

(1) PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah 
berdasarkan kriteria/ persyaratan yang telah ditetapkan 
di dalam Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) . 

(2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) , · PPK menetapkan Surat Keputusan penerima 
Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. 

(3) Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar 
pemberian Bantuan Pemerintah . 

(4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , 
paling sedikit memuat: 
a. Identitas penerima bantuan; 
b .  Jumlah barang dan/ atau nilai uang; 
c .  Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan 

Pemerintah dalam bentuk uang. 
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BAB V 

PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BANTUAN PEMERINTAH 

Bagian Kesatu 

Pemberian Penghargaan 

Pasal 9 

( 1 )  - Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan kepada 
penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a, diberikan dalam bentuk: 
a. uang; 
b .  barang; dan/ atau 
c .  Jasa. 

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang 
ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. 

( 3) Pem berian penghargaan dalam ben tuk uang se bagaim,ana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a, dapat diberikan melalui 
mekanisme: 
a. Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima 

penghargaan atau ke rekening Bendahara Pengeluaran; 
a tau 

b .  UP. 

Pasal 1 0  

( 1 )  Dalam rangka pengadaan barang dan/ atau jasa untuk 
pemberian penghargaan - yang disalurkan dalam bentuk 

_ barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf b dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf c kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK 
menandatangani kontrak pengadaan barang dan/ atau j asa 
dengan penyedia barang dan/ atau jasa. 

(2) Pengadaan barang clan/ atau jasa sebagaimana climaksud 
pada ayat (1) berpedoman pacla Peraturan Perunclang­
unclangan yang mengatur mengenai Pengaclaan Barang clan 
Jasa Pemerintah . 

(3) Pengadaan barang clan/ atau jasa yang akan disalurkan 
kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana 
climaksucl pada ayat ( 1) dapat termasuk pelaksanaan 
penyaluran barang clan/ a tau jasa sa:mpai dengan diterima 
oleh penerima Bantuan Pemerintah . 

(4) Pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka 
pengaclaan barang dan/ atau j asa yang akan clisalurkan 
kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana 
climaksucl pada ayat (2) clilakukan secara langsung clari 
rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang clan/ atau 
jasa melalui mekanisme LS . 
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(5) Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan dalam 
bentuk barang dan/ atau jasa kepada penerima Bantuan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
oleh: 
a.  PPK; atau 
b .  Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . 

Bagian Kedua 

Seasiswa 

Pasal 11 

(1) Bantuan Pemerintah berupa beasiswa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada penerima 
beasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan 
di dalam negeri atau di luar negeri . 

(2)  Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan 
oleh PPK dan disahkan oleh KPA. 

(3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a .  uang pendidikan/ kuliah; 
b .  biaya hidup; 
c. biaya buku/ diktat; 
d .  biaya penelitian; dan/ atau 
e .  biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 

pendidikan/ kuliah . 

Pasal 12 

(1) Pembayaran uang pendidikan/ kuliah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan biaya lain yang 
di bu tuhkan un tuk pelaksanaan pendidikan / kuliah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e 
diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara 
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening 
penyelenggara pendidikan/ perkuliahan . 

(2) Pembayaran biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (3) huruf b ,  biaya buku/ diktat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dan biaya 
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) 
huruf d diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara 
langsung dati rekening Kas Negara ke rekening penenma 
beasiswa melalui mekanisme LS . 

(3) Dalam hal pembayaran secara langsung kepada 
penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dapat dilakukan, pembayaran uang 
pendidikan/ kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke 
rekening penerima beasiswa.  
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(4) Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme LS,  
pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme UP.  

Bagian Ketiga 

Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya 

Pasal 13 

(1) Bantuan Pemerintah berupa tunjangan profesi guru dan 
tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c diberikan kepada guru atau penerima tunjangan 
lainnya yang bukan Pegawai Negeri Sipil . 

(2) Pemberian tunjartgan profesi guru dan tunjangan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan 
disahkan oleh KPA. 

Pasal 14 

(1) Pembayaran tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya 
kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) dilaksanakan secara 
periodik. 

(2) Pembayaran secara periodik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga. 

(3) Pembayaran tunjangan profesi guru dan tunj angan lainnya 
sebagaimana dimaksud · pada ayat (1) disalurkan secara 
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima 

. tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya melalui 
mekanisme LS . 

Bagian Keempat 

Bantuan Operasional 

Pasal 15 

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ,  diberikan 
kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya 
Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan 
Lembaga Kesehatan . 

(2) Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga 
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat 
merupakan lembaga Pemerintah a tau lembaga 
Nonpemerintah . 

(3) Pemberian bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang 
ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. 
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Pasal 1 6  

(1) Pencairan bantuan operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 5  ayat ( 1 )  dilaksanakan berdasarkan perjanjian 
kerj asama an tara PPK dengan penerima ban tuan operasional 
yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) . 

(2) Perjanjian kerja  sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
paling sedikit memuat: 
a.  hak dan ke�ajiban kedua belah pihak; 
b .  jumlah bantuan operasional yang diberikan; 
c .  tata cara dan syarat penyaluran; 
d. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah 

untuk menggunakan bantuan operasional sesuai rencana 
yang telah disepakati; 

e .  pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah 
untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke 
Kas Negara; 

f. sanksi; 
g. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala 

kepada PPK; dan 
h. penyampaian laporan pertanggungj awaban kepada PPK 

setelah pekerjaan selesai atau akjiir tahun anggaran. 
I 

Pasal 1 7  

Pencairan dana bantuan operasional diberikan dalam bentuk uang 
kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme : 
a. LS ke rekening penerima bantuan operasional; atau 
b .  UP. 

Pasal 18 

(1) Pencairan dana bantuan operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 7 huruf a, dapat dilakukan secara sekaligus 
atau bertahap . 

(2) Penentuan pencairan dana bantuan operasional secara 
sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan 
jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan. 

(3) Pencairan dana bantuan operasional secara bertahap 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a .  Tahap I sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari 

keseluruhan dana bantuan operasional setelah perjanjian 
kerja  sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan 
PPK; 
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b .  Tahap II sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari 
keseluruhan dana bantuan operasional, apabila dana 
pada Tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya 
sebesar 80%; 

c .  Tahap III sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari 
keseluruhan dana bantuan operasional, apabila jumlah 
dana pada Tahap I dan Tahap II telah dipergunakan 
sekurang-kurangnya sebesar 80%; 

d. Tahap IV sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari 
keseluruhari dana bantuan operasional, apabila jumlah 
dana pada Tahap I sampai dengan Tahap III telah 
dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80% .  

Pasal 19 

(1) Penerima bantuan operasional mengajukan permohonan 
pencairan dana bantuan operasional kepada PPK dengan 
mekanisme sebagai berikut: 
a. Pembayaran sekaligus atau Tahap I dilampiri : 

1 .  Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang 
akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap; 

2 .  Perjanjian kerj a  sama yang telah ditandatangani oleh 
penerima bantuan; 

3 .  Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 
ditandatangani oleh penerima bantuan; 

4 .  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 
b .  Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri: 

1. Kuitansi bukti penenmaan uang yang telah 
ditandatangani oleh penerima bantuan; 

2 .  Laporan pertanggungj awaban penggunaan dana tahap 
se belumnya; 

3 .  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja  (SPTB) atas 
kebenaran belanj a  yang telah dilakukan pada tahap 
sebelumnya. 

(2) S PTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini . 

(3)  SPTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b angka 3 
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini . 
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Pasal 20  

( 1) PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan 
dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) yang 
diajukan penerima bantuan operasional sesuai dengan 
Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah . 

(2)  PPK menandatangani perJanJian kerja  sama dan 
mengesahkan kuitansi bukti penenmaan uang serta 
menerbitkan SPP untuk pencairan secara sekaligus atau 
untuk pencairan Tahap I setelah pengujian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan Petunjuk Teknis 
penyaluran Bantuan Pemerintah . 

(3) PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta 
menerbitkan SPP untuk pencairan Tahap II sampai dengan 
Tahap IV setelah pengujian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran 
Bantuan Pemerintah. 

(4) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
dan ayat (3) tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran 
Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada 
penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki 
dokumen .  

(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai 
berikut: 
a. Pembayaran secara sekaligus atau Tahap I dilampiri: 

1 .  Rencana Pengeluaran dana bantuan operasional yang 
akan ditarik sekaligus atau bertahap; 

2 .  Perjanjian kerja  sama yang telah ditandatangani oleh 
penerima bantuan dan PPK; 

3 .  Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 
ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan 
oleh PPK; 

4 .  SPTJM . 
b .  Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri: 

1. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 
ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan 
oleh PPK; 

2. Laporan pertanggungj awaban penggunaan dana tahap 
sebelumnya; 

3 .  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja  (SPTB) atas 
kebenaran belanja  yang telah dilakukan pada tahap 
sebelumnya. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 12 -

Pasal 21 

Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perj anj ian kerj a  
sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun Anggaran, 
dengan dilampiri: 
a .  Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; 
b .  Surat Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan; 
c .  Surat Pernyataan . bahwa bukti-bukti pengeluaran telah 

disimpan; 
d .  Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara dalam 

hal terdapat sisa dana. 

Pasal 22 

(1) Dalam rangka kelancaran pembayaran bantuan operasional 
dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 huruf b, Kepala Satker pemberi Bantuan 
Pemerintah dapat menunjuk BPP. 

(2) Tata cara pemberian bantuan operasional melalui UP 
dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : 
a .  KPA menetapkan pimpinan lembaga penerima bantuan 

operasional sebagai penanggung jawab pengelola dana 
bantuan operasional pada masing-masing lembaga; 

b. PP-SPM mengajukan SPM UP/ TUP untuk keperluan 
pembayaran bantuan operasional; 

c .  Berdasarkan SPM UP /TUP sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, KPPN menguji SPM UP /TUP dan menerbitkan 
SP2D UP /TUP kepada Bendahara Pengeluaran; 

d .  Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a 
mengajukan permohonan pencairan bantuan operasional 
kepada KPA dengan dilampiri rencana pelaksanaan 
kegiatan/ pembayaran, rincian kebutuhan dana, dan batas 
waktu pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan 
Pemerintah; 

e .  PPK melakukan penguj1an terhadap permohonan 
pencairan bantuan operasional sesuai dengan Petunjuk 
Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah; 

f. PPK menerbitkan surat perintah bayar (SPBy) kepada 
Bendahara Pengeluaran/ BPP apabila penguj ian 
sebagaimana dimaksud pada huruf e telah sesuai dengan 
Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah; 

g. Berdasarkan SPBy dari PPK, Bendahara Pengeluaran/ BPP 
mentransfer dana bantuan operasional kepada rekening 
lembaga penerima bantuan; · 
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h .  Pimpinan lembaga penerima Bantuan Pemerintah 
menggunakan dana bantuan operasional sesuai dengan 
rencana pelaksanaan kegiatan/ pembayaran dan 
mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan 
batas waktu · pertanggungjawaban penggunaan dana 
bantuan operasional yang telah ditetapkan kepada 
Bendahara Pengeluaran/ BPP; 

i. Penggunaan dana bantuan operasional mengikuti 
ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan 
ketentuan perpajakan; 

J. Seluruh bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana 
bantuan operasional beserta Faktur Pajak dan Surat 
Setoran Pajak (SSP) disampaikan kepada Bendahara 
Pengeluaran/ BPP untuk keperluan revolving/ 
pertanggungjawaban UP /TUP. 

(3) KPA mengajukan dispensasi atas UP /TUP kepada: 
a .  Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk pembayaran 

penggunaan dana bantuan operasional kepada satu 
penyedia barang/jasa melebihi RpS0.000 . 000 ,00  (lima 
puluh juta rupiah) yang tidak dapat dilakukan melalui 
mekanisme Pembayaran Langsung (LS); 

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan untuk penyesuaian besaran UP pada 
Satker pemberi Bantuan Pemerintah dalam hal besaran 
UP melampaui besaran yang telah ditentukan; 

c .  Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk 
pertanggungj awaban TUP atas dana bantuan operasional 
yang memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan . 

(4) Tata cara penyaluran UP /TUP dari Bendahara 
Pengeluaran/BPP kepada penerima bantuan diatur lebih 
lanjut oleh KPA dalam Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan 
Pemerintah . 

Bagian Kelima 

Ban tuan Sarana/ Prasarana 

Pasal 23 

( 1 )  Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/ prasarana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan 
kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya 
Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan 
Lembaga Kesehatan . 

(2) Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga 
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat 
merupakan lembaga Pemerintah a tau lembaga 
Non pemerin tah . 
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(3)  Bantuan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  tidak termasuk bantuan untuk keperlua:n 
rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan. 

(4) Pemberian · bantuan sarana/ prasarana kepada penerima 
bantuan diberikan berdasarkan Surat Keputusan yang 
ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. 

Pasal 24 

Pemberian bantuan sarana/ prasarana kepada penerima Bantuan 
Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk : 
a .  Uang; atau 
b .  Barang. 

Pasal 2 5  

( 1 )  Bantuan sarana/ prasarana daiam bentuk uang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diberikan dengan 
ketentuan : 
a. Barang bantuan dapat diproduksi dan/ atau dihasilkan 

oleh penerima bantuan; atau 
b .  Nilai per jenis barang bantuan di bawah RpS0. 000. 000 ,00  

(lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh 
penerima bantuan . 

(2) Pemberian bantuan sarana/ prasarana sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan secara langsung dari 
rekening Kas Negara ke rekening penerima ban tuan 
sarana/ prasarana melalui mekanisme LS. 

(3) Pembayaran ke rekening penerima bantuan sarana/ 
prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, 
dapat dilakukan sekaligus . 

Pasal 26 

( 1 )  Dalam rangka pengadaan barang untuk bantuan 
sarana/ prasarana yang disalurkan dalam bentuk barang 
kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani 
kontrak pengadaan barang dengan .penyedia barang. 

(2)  Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang 
mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

(3) Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima 
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai 
dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah. 

(4) Pencairan dana bantuan sarana/ prasarana dalam rangka 
pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima 
Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari 
rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui 
mekanisme LS . 

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTER! KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 1 5  -

(5)  Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/ prasarana dalam 
bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah 
dilakukan oleh: 
a. PPK; atau 
b .  Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

Pasal 2 7  

( 1 )  Pencairan bantuan sarana/ prasarana dalam bentuk uang 
sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, 
dilaksanakan berdasar kan perj an j ian kerj a sama an tara PPK 
dengan penerima bantuan sarana/ prasarana yang telah 
ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (4) . 

(2)  Perjanjian kerja  sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
paling sedikit memuat: 
a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; 
b .  jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/ dibeli; 
c .  jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/ dibeli; 
d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan; 
e .  tata cara dan syarat penyaluran; 
f. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk 

menghasilkan/ membeli barang sesum dengan jenis dan 
spesifikasi; 

g .  pengadaan akan dilakukan secara transparan dan 
akuntabel; 

h .  pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk 
menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas 
Negara; 

i. sanksi; 
J. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala 

kepada PPK; dan 
k. penyampaian laporan pertanggungj awaban kepada PPK 

setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran . 

Pasal 28 

( 1 )  Pencairan dana bantuan sarana/ prasarana dalam bentuk 
uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 5  ayat ( 1 )  
hun..if a, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 
a .  Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan 

sarana/ prasarana setelah perjanj ian kerj asama 
ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; 

b .  Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan 
sarana/ prasarana, apabila prestasi pekerj aan telah 
mencapai 50%. 
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(2) Penerima bantuan sarana/ prasarana mengajukan 
permohonan pembayaran Tahap I sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf a dengan dilampiri: 
a. perjanjian kerja  sama yang telah ditandatangani oleh 

penerima bantuan sarana/ prasarana; 
b .  kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan . sarana/ prasarana.  

(3) Penerima bantuan sarana/ prasarana mengajukan 
permohonan pembayaran Tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  huruf b dengan dilampiri: 
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan; 
b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang 

ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan 
sarana/ prasarana. 

(4) PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran Tahap I 
bantuan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan 
Pemerintah . 

(5)  PPK menandatangani perj anjian kerja  sama dan 
mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran 
Tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengujian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan 
Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah . 

(6) PPK mengesahkan bukti penenmaan uang untuk 
pembayaran Tahap II serta menerbitkan SPP setelah 
pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai 
dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah . 

(7) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan 
Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima 
bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen 
permohonan. 

(8) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  dan ayat (6) 
disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai 
berikut: 

· 

a.  Pembayaran Tahap I dilampiri: 
1 .  Perj anj ian kerjasama yang telah ditandatangani oleh 

penerima bantuan dan PPK; 
2 .  Kuitansi bukti penenmaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan 
oleh PPK. 
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b .  Pembayaran Tahap II dilampiri: 
1 .  Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan 
oleh PPK; 

2. Laporan kemajuan penyelesaian pekerj aan yang 
ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penenma 
bantuan . 

Pasal 29 

( 1 )  Penerima bantuan sarana/ prasarana dalam bentuk uang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25  ayat ( 1 )  huruf b 
mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK 
dengan dilampiri: 
a. perjanjian kerja  sama yarig telah ditandatangani oleh 

penerima bantuan; dan 
b .  kuitansi . bukti penenmaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan . 

(2) PPK melakukan pengujian permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  yang diajukan penerima bantuan 
sesuai Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah . 

(3) PPK menandatangani perJallJian kerja  sama dan 
mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta 
menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) telah sesuai dengan Petunjuk Teknis 
penyaluran Bantuan Pemerintah. 

(4) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan 
Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima 
bantuan · untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen 
permohonan . 

(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada PP-SPM dengan dilampiri: 
a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh 

penerima bantuan dan PPK; 
b .  kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh 
PPK. 

Pasal 30  

( 1 )  Penerima dana ban tuan sarana dan prasarana dalam ben tuk 
uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, harus 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK 
setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran 
dengan dilampiri: 
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani 

oleh 2 (dua) orang saksi; 
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b .  Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani 
oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan; 

c .  foto/ film barang yang dihasilkan/ dibeli; 
d .  daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; 
e .  surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah 

disimpan; dan 
f. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat 

sisa bantuan . 

(2) Berdasarkan laporan pertanggungj awaban sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  PPK melakukan verifikasi atas 
laporan pertanggungjawaban . 

(3) PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai 
dengan perjanjian kerja sama. 

Bagian Keenam 

Bantuan Rehabilitasi dan/ atau Pembangunan Gedung/Bangunan 

Pasal 3 1  

( 1 )  Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi dan/ atau 
pembangunan gedung/ bangunan se bagaimana dimaksud 
pada Pasal 3 huruf f diberikan kepada Lembaga Pemerintah 
atau lembaga Nonpemerintah . 

(2) Bantuan Rehabilitasi dan/ atau Pembangunan Gedung/ 
Bangunan dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang 
kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

(3) · Pemberian bantuan rehabilitasi dan/ atau pembangunan 
gedung/ bµ_ngunan kepada lembaga sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang 
ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. 

Pasal 32 

( 1 )  Dalam rangka pengadaan bantuan rehabilitasi dan/ atau 
pembangunan gedung/ bangunan yang disalurkan dalam 
bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK 
menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia 
barang. 

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang 
mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah . 

(3 )  Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/ atau pembangunan 
gedung/ bangunan dalam rangka pengadaan barang yang 
akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah 
dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke 
rekening penyedia barang melalui mekanisme LS . 
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Pasal 33 

(1) Dalam hal bantuan rehabilitasi dan / atau pembangunan 
gedung/ bangunan dapat dilaksanakan sendiri oleh penerima 
Bantuan Pemerintah, bantuan dapat diberikan dalam bentuk 
uang. 

(2) Bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat diberikan kepada lembaga penerima 
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (1) yang telah mempunyai unit pengelola keuangan dan 
kegiatan . 

· · 

(3) Unit pengelola keuangan dan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari 
orang yang mempunyai tanggung jawab dan · wewenang 
untuk menguji  tagihan, menierintahkan pembayaran dan 
melaksanakan pembayaran . 

(4) Orang yang mempunyai tanggurig jawab dan wewenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh sa:ling 
merangkap . 

· (5)  Penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan/ a tau 
pembangunan gedung/ bangunan dilaksanakan secara 
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening unit 
pengelola keuangan dan kegiatan pada lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melalui mekanisme LS . 

Pasal 34 

(1) Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/ atau pembangunan 
gedung/ bangunan dalam bentuk uang sebagaimana 

· dimaksud dalam 
. 
Pasal 33 ayat ( 1) dilakukan berdasarkan 

perjanjian kerj a  sama antara PPK dengan unit pengelola 
keuangan dan kegiatan pada lembaga penerima bantuan . 

(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
paling sedikit memuat: 
a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; 
b .  jumlah dan nilai rehabilitasi dan/ atau pembangunan 

gedung/ bangunan; 
c. jenis dan spesifikasi rehabilitasi dan/ a tau pembangunan 

gedung/ bangunan; 
d .  jangka waktu penyelesaian pekerjaan; 
e .  tata cara dan syarat penyaluran dana; 
f. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah 

untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jenis dan 
spesifikasi yang telah ditetapkan; 

g. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah 
untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke 
Kas Negara; 
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1. penyampaian laporan penyelesaian pekerj aan secara 
berkala kepada PPK; dan 

J. penyampaian laporan pertanggungjwaban kepada PPK 
setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran . 

Pasal 35  

( 1 )  Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/ atau pembangunan 
gedung/ bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat ( 1 ) ,  dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
a .  Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan 

rehabilitasi dan/ atau pembangunan gedung/ bangunan 
setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh 
penerima bantuan dan PPK; 

b .  Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan 
rehabilitasi dan/ atau pembangunan gedung/ bangunan , 
apabila prestasi pekerj aan telah mencapai 50%. 

(2) Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan 
permohonan pencairan Tahap I sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf a dengan dilampiri: 
a .  perjanjian kerja  sama yang telah ditandatangani oleh 

penerima bantuan; 
b .  kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan . 

(3) Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan 
permohonan pencairan Tahap II sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  huruf b dengan dilampiri: 
a .  kuitansi bukti penenmaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan; 
b .  laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang 

ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan . 

(4) PPK melakukan pengujian permohonan sebagaimana pada 
ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan Petunjuk Teknis 
penyaluran Bantuan Pemerintah . 

(5) PPK menandatangani perjanjian kerj a  sama dan 
mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran 
Tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengUJian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan 
Petunjuk Teknis . 

(6) PPK mengesahkan bukti penenmaan uang untuk 
pembayaran Tahap II serta menerbitkan SPP setelah 
pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai 
dengan PetunjU:k Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah . 
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(7) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan 
Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima 
bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen 
permohonan . 

(8) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai 
berikut: 
a. Pembayaran Tahap I dilampiri: 

1 .  perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh 
penerima bantuan dan PPK; 

2 .  kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 
ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan 
oleh PPK. 

b .  Pembayaran Tahap II dilampiri: 
1 .  kuitansi bukti penenmaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; 
2 .  laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang 

ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penenma 
bantuan . 

Pasal 36 

( 1 )  Penerima dana bantuan rehabilitasi dan/ atau pembangunan 
gedung/ bangunan harus menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai 
dengan dilampiri: 
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah 

ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; 
b. Berita Acara Serah Terima Pekerj aan yang telah 

ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan; 
c .  foto/Film pekerjaan yang telah diselesaikan; 
d .  Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa 

dana; 
e .  Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah 

disimpan; dan 
f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat 

sisa bantuan . 

(2) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  PPK melakukan verifikasi atas 
laporan pertanggungjawaban . 

(3) PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil 
verifikasi sebagaitnana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai 
dengan perjanjian kerjasama. 
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Bagian Ketujuh 

Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Yang 
Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran 

Pasal 37 

( 1 )  Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan 
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf g adalah bantuan dalam bentuk uang 
atau barang dan/ atau jasa yang tidak termasuk dalam 
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
.huruf a sampai.dengan huruf f yang ditetapkan oleh PA. 

(2) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan 
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  diberikan kepada: 
a .  Perseorangan; 
b. Kelompok Masyarakat; 
c. Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah . 

(3) Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik 
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA kepada 
penerima bantuan diberikan berdasarkan Surat Keputusan 
yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. 

Pasal 38 

( 1 )  Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik 
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA kepada 
penerima bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang atau 
barang dan/ atau jasa. 

(2) . Penetapan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik 
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk 
uang atau barang dan/ atau jasa ditetapkan oleh KPA dengan 
memperhatikan sifat dan karakteristik bantuan . 

Pasal 39 

( 1 )  Dalam rangka pengadaan barang dan/ atau jasa untuk 
bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan 
Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam 
bentuk barang dan/ atau j asa kepada penerima Bantuan 
Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang 
dan/ atau jasa dengan penyedia barang. 

(2) 

(3) 

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang 
mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah . 

Pengadaan barang dan/ atau jasa yang akan disalurkan 
kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat termasuk pelaksanaan 
penyaluran barang dan/ atau jasa sampai dengan diterima 
oleh penerima Bantuan Pemerintah . 
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(4) Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik 
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam rangka 
pengadaan barang dan/ atau jasa dilaksanakan secara 
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia 
barang dan/ atau jasa melalui mekanisme Pembayaran 
Langsung (LS) . 

(5) Pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya yang memiliki 
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA 
dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah 
dilakukan oleh: 
a .  PPK; atau 
b .  Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

Pasal 40 

( 1 )  Pencairan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik 
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk 
uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( 1 )  dapat 
dilakukan secara sekaligus atau bertahap . 

(2) Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan oleh Kuasa 
PA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu 
pelaksanaan kegiatan . 

(3) Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik 
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk 
uang yang diberikan kepada perseorangan dilaksanakan 
secara sekaligus berdasarkan Surat Keputusan . 

(4) . Pencairan dana bantuan lainnya yang memilik,i karakteristik 
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang diberikan 
kepada Kdompok Masyarakat dan Lembaga Pemerintah atau 
Lembaga Non Pemerintah dapat dilakukan sekaligus atau 
bertahap berdasarkan Surat Keputusan dan perjanj ian 
kerj asama antara penerima bantuan lainnya yang merriiliki 
karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA 
dengan PPK. 

(5) Perj anjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
paling sedikit memuat: 
a .  hak dan kewaj iban kedua belah pihak; 
b. jumlah bantuan yang diberikan; 
c .  tata cara dan syarat penyaluran; 
d .  pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah 

untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah 
disepakati; 

e. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah 
untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke 
Kas Negara; 
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g .  penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala 
kepada PPK; dan 

h. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK 
setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran . 

Pasal 4 1  

( 1 )  Pembayaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik 
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang diberikan 
kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40  
ayat (3) disalurkan secara langsung dari rekening kas negara 
ke rekening penerima bantuan melalui mekanisme LS . 

(2) Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah atau lembaga 
non pemerintah penerima bantuan mengajukan permohonan 
pembayaran dengan dilampiri dokumen pencairan dana 
sesuai dengan perjanjian kerjasama. 

(3 )  Pengajuan permohonan pembayaran secara sekaligus atau 
Tahap I dilampiri : 
a .  perj anjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh 

penerima bantuan; dan 
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan . 

(4) Pengajuan permohonan pembayaran Tahap II dan 
selanjutnya dilampiri: 
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan; dan 
b. laporan kemajuan penyelesaian pekerj aan yang 

ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan . 

(5) PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai 
dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah . 

(6) PPK menandatangani perJanJian kerj asama dan 
mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta 
menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) telah sesuai dengan Petunjuk Teknis 
penyaluran Bantuan Pemerintah . 

(7) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5 )  
tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis, PPK menyampaikan 
informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan 
memperbaiki dokumen permohonan . 

(8) SPP untuk pembayaran secara sekaligus atau tahap pertama 
disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri : 
a .  perjanjian kerj asama yang telah ditandatangani oleh 

penerima bantuan dan PPK; 
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b .  kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 
ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh 
PPK. 

(9) SPP untuk pembayaran tahap kedua dan seterusnya 
disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri : 
a .  kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh 
PPK; 

b .  laporan kemajuan penyelesaian pekerj aan yang 
ditandatang?-ni oleh Ketua/ Pimpinan penerima Bantuan 
Pemerintah . 

Pasal 42 

( 1 )  Kelompok masyarakat, lembaga pemerintah ata:u lembaga 
non pemerintah penerima bantuan dalam bentuk uang harus 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK 
setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan 
dilampiri: 
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani 

oleh 2 (dua) orang saksi; 
b .  Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani 

oleh Ketua/ Pimpinan penerima bantuan; 
c .  foto/film barang yang dihasilkan/ dibeli; 
d .  daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; 
e .  surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah 

disimpan; dan 
f. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat 

sisa bantuan. 

(2) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  PPK melakukan verifikasi atas 
laporan pertanggungjawaban . 

(3) PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil 
verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai 
dengan perjanjian kerja sama. 

BAB VI 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 43 

KPA bertanggung jawab atas: 
a. pencapaian target kinerja 

Bantuan Pemerintah; 
b .  transparansi pelaksanaan 

Pemerintah; dan 
c. akuntabilitas pelaksanaan 

Pemerintah . 

pelaksanaan dan 

clan penyaluran 

dan penyaluran 

penyaluran 

Bantuan 

Bantuan 
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Pasal 44 

( 1 ) . Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan 
akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, KPA 
melaksanakan monitoring dan evaluasi . 

(2) . Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
antara lain melakukan pengawasan terhadap : 
a .  kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan 

Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk 
teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan 
terkait lainnya; 

b .  kesesuaian antara target capaian dengan reahsasi . 

(3) KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan 
hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran 
Bantuan Pemerintah . 

BAB VII 

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI BANK/ POS PENYALUR 

Pasal 45 

( 1 )  Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyaluran Bantuan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam 
bentuk uang yang dilakukan dengan mekanisme LS , 
pencairannya dapat dilakukan melahii Bank/ Pos Penyalur .  

(2)  Pencairan melalui Bank/ Pos Penyalur sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan dalam hal jumlah 

. penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang pada satu 
DIPA lebih dari 1 00 (seratus) penerima bantuan . 

(3) Dalam rangka pencairan dana Bantuan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  KPA membuka 
Rekening Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah pada Bank/Pos 
Penyalur. 

(4) Pembukaan Rekening Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah 

pada Bank/ Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai Rekening 

Penyaluran Dana Bantuan Sosial dalam Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai rekening milik Kernen terian 
Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja .  

(5) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  disalurkan kepada penerima 
Pemerintah dengan cara pemindahbukuan dari 
Bank/ Pos Penyalur ke rekening penenma 
Pemerintah. 

Bantuan 
rekening 
Bantuan 
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(6) Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) , penerima bantuan membuka 
rekening yang khusus digunakan untuk menampung 
ban tu an pemerin tah . 

Pasal 46 

( 1 )  Dalam rangka pelaksanaan penyaluran dana Bantuan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 5  
ayat ( 1) , PPK melakukan pemilihan Bank/ Pos Penyalur 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
pengadaan barang/ j asa pemerin tah . 

(2) Bank/ Pos Penyalur yang akan dipilih sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  merupakan Bank/ Pos yang telah memiliki 
perjanjian kerjasama pengelolaan rekening milik Kementerian 
Negara/ Lembaga dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan . 

(3) Bank/ Pos yang terpilih menjadi Bank/ Pos Penyalur dana 
Bantuan Pemerintah menandatangani kontrak/ perj anjian 
kerja  sama dengan PPK. 

(4) Kontrak/ perjanjian kerja  sama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) paling sedikit memuat: 
a.  hak dan kewajiban kedua belah pihak; 
b .  tata cara dan syarat penyaluran dana Bantuan 

Pemerintah dalam bentuk uang kepada penenma 
Bantuan Pemerintah; . 

c .  pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk 
menyalurkan dana Bantuan Pemerintah melalui 
rekening penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) paling lama 15 (lima 
belas) hari kalender sejak dana Bantuan Pemerintah 
ditransfer dari Kas Negara ke rekening Bank/ Pos 
Penyalur; 

d .  pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk 
menyampaikan laporan kepada PPK apabila dana 
Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui rekening 
penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (5) tidak terdapat transaksi/ 
tidak dipergunakan oleh penerima Bantuan Pemerintah 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sej ak dana 
Bantuan Pemerintah ditransfer dari Rekening Bank/ Pos 
Penyalur; 
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e .  pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk 
menyetorkan ke Kas Negara terhaclap Bantuan 
Pemerintah yang clisalurkan melalui rekening penerima 
Bantuan yang ticlak terj acli transaksi/ ticlak 
clipergunakan paling lambat 15 (lima belas) hari 
kalencler sejak cliterimanya surat perintah penyetoran 
clari PPK; 

f. pernyataan kewajiban Bank/ Pos Penyalur untuk 
menyampaikan laporan penyaluran clana Bantuan 
Pemerintah secara berkala kepacla PPK; 

g .  pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk 
menyetorkan bunga clan jasa giro pacla Bank/ Pos 
Penyalur yang timbul clalam rangka kegiatan penyaluran 
clana Bantuan Pemerintah ke Kas Negara; 

h. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk 
menyetorkan sisa clana Bantuan Pemerintah yang ticlak 
tersalurkan sampai clengan akhir tahun anggaran ke 
Kas Negara; 

1. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk 
menyecliakan sistem informasi penyaluran Bantuan 
Pemerintah yang clapat cliakses oleh KPA/ PPK; clan 

J. ketentuan mengenai sanksi yang clikenakan terhaclap 
salah satu pihak yang melanggar kontrak/ pei:-j anjian 
kerja  sama yang antara lain memuat clencla kepacla 
Bank/ Pos Penyalur clalam hal terj acli keterlambatan 
penyaluran yang besarannya clisepakati oleh kedua 
belah pihak. . 

(5)  Kontrak/ perjanjian kerja sama sebagaimana climaksucl pacla 
ayat (4) tidak cliperkenankan mencantumkan klausul 
potongan atau pungutan terhaclap penerima clana Bantuan 
Pemerintah. 

(6) Dalam hal ketentuan yang tercantum pada 
kontrak/ perjanj ian kerja  sama melampaui jangka waktu 
sebagaimana climaksud pacla ayat (4) huruf c, harus terlebih 
dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal 
Perbendaharaan . 

(7) Permohonan persetujuan dari Direktur Jenderal 
Perbendaharaan sebagaimana climaksucl pacla ayat (6) 
cliajukan oleh PPK disertai dengan penj elasan tidak dapat 
disalurkannya dana Bantuan Pemerintah dalam waktu 
15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf c. 
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Pasal 47 

(1) Dalam hal Bank/ Pos Penyalur memperkirakan tidak dapat 
menyalurkan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan 
jangka waktu yang diatur dalam kontrak/ perjanj ian kerj a  
sama, Bank/ Pos Penyalur menyampaikan surat permohonan 
perpanjangan waktu penyaluran kepada PPK. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
disertai dengan penjelasan penyebab tidak dapat 
disalurkannya dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan 
kontrak/ perjanj ian kerj a  sama. 

· 

(3) PPK melakukan analisa terhadap surat permohonan yang 
diajukan oleh Bank/ Pos Penyalur sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) . 

(4) PPK menolak permohonan Bank/ Pos Penyalur dalam hal 
berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh . PPK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , tidak cukup alasan 
bagi Bank/ Pos Penyalur untuk memperpanjang jangka waktu 
penyaluran dana Bantuan Pemerintah . 

(5) Dalam hal terdapat cukup alasan bagi Bank/ Pos Penyalur 
untuk memperpanjang jangka waktu penyaluran dana 
Bantuan Pemerintah, PPK mengajukan dispensasi 
perpanjangan waktu penyaluran dana Bantuan Pemerintah 
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan . 

(6) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menyetujui atau 
menolak permohonan dispensasi perpanj angan waktu 
penyaluran dana Bantuan Pemerintah . 

(7) Persetujuan Di.rektur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana 
· dimaksud pada ayat (6) tidak dapat melampaui akhir tahun 

anggaran. 

(8) Persetujuan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mengurangi 
sanksi Denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam 
kontrak/ perjanjian kerja  sama antara PPK dengan Bank/ Pos 
Penyalur. 

Pasal 48 

Dalam rangka pencairan dana Bantuan Pemerintah melalui 
Bank/ Pos Penyalur, PPK mengajukan SPP Bantuan Pemerintah 
kepada PP-SPM yang dilampiri dengan Naskah kontrak/ perjanj ian 
kerjasama penyaluran Bantuan Pemerintah antara PPK dan 
Bank/ Pos Penyalur.  
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(1) Bank/ Pos Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana 
Bantuan Penierintah kepada PPK paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran 
dana Bantuan Pemerintah melalui rekening penenma 
Bantuan Pemerintah . 

(2) Dalam ha.I berdasarkan laporan Bank/ Pos Penyalur 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdapat rekening 
penerima dana Bantuan Pemerintah yang tidak terdapat 
transaksi/ tidak dipergunakan, PPK memerintahkan 
bank/ pos penyalur untuk membekukan sementara rekening 
penerima dana Bantuan Pemerintah . 

· 

(1) 

Pasal 50 

PPK melakukan penelitian terhadap 
Penyalur sebagaimana dimaksud 
ayat (1) . 

la po ran 
dalam 

Bank/ Pos  
Pasal 49 

· (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diselesaikan 
oleh PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sej ak 
diterima laporan dari Bank/ Pos Penyalur. 

· 

(3) Berdasarkan hasil penelitian, PPK segera memerintahkan 
Bank/ Pos Penyalur untuk menyetorkan dana Bantuan 
Pemerintah yang berdasarkan hasil penelitian belum 
tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum 
dalam kontrak/ perj anjian kerja  sama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c .  

(4) PPK menyampaikan surat perintah penyetoran paling lambat 
5 (lima) hari kalender sej ak selesainya penelitian 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pasal 5 1 

Bank/ Pos Penyalur melakukan penyetoran dana Bantuan 
Pemerintah ke Kas Negara berdasarkan surat periritah 
penyetoran dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (4) . 

Penyetoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan pada tahun anggaran 
berjalan . 

Setoran dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dibukukan sebagai pengembalian belanj a  
sebesar nilai setoran dana Bantuan Pemerintah pada fungsi, 
subfungsi, program, kegiatan, output, dan jenis belanj a  yang 
sama. 

Penyetoran dana Bantuan Pemerintah 
dimaksud pada ayat (2) menambah s1sa 
Bantuan Pemerintah. 

se bagaimana 
alokasi pagu 
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(5) Dalam hal penyetoran clana Bantuan Pemerintah ticlak clapat 
clilaksanakan pacla tahun anggaran berj alan sebagaimana 
climaksucl . pacla ayat (2) , penyetoran clana Bantuan 
Pemerintah sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 )  
clilaksanakan pacla tahun anggaran berikutnya. 

(6) Penyetoran clana Bantuan Pemerintah clan bunga/jasa giro 
yang timbul clalam rangka kegiatan penyaluran clana 
Bantuan Pemerintah, surat setorannya clibuat secara 
terpisah . 

(7) Tata cara peny6toran clana Bantuan Pemerintah sebagaimana 
climaksucl pacla ayat (2) , ayat (5) , clan ayat (6) clilaksanakan 
sesuai clengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur 
sistem penerimaan negara secara elektronik. 

(8) Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungj awaban, 
penyetoran sisa dana Bantuan Pemerintah sebagaimana 
climaksucl pacla ayat (2) clan ayat (5) , clilampiri clengan claftar 
penerima Bantuan Pemerintah . 

(9) Bank/ Pos Penyalur menyampaikan laporan kepacla PPK atas 
clana Bantuan Pemerintah yang telah clisetor ke Kas Negara. 

( 1 )  

Pasal 52 

Pembayaran kembali atas setoran clana yang 
tersalurkan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 
ayat ( 1 )  clilakukan pacla tahun anggaran berj alan . 

ticlak 
5 1  

(2) Pembayaran kembali atas setoran clana Bantuan Pemerintah 
sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 )  clapat cliberikan kepacla 
penerima Bantuan Pemerintah yang baru. 

(3) · Penerima Bantuan Pemerintah yang baru sebagaimana 
climaksucl. pacla ayat (2) clitetapkan melalui Surat Keputusan 
oleh PPK clan clisahkan oleh KPA. 

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 53 

Tata cara penerbitan SPP, SPM,  clan SP2D berpecloman pacla 
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara 
pembayaran clalam rangka pelaksanaan Anggaran Penclapatan clan 
Belanja Negara. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 54 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pacla tanggal cliunclangkan . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 S e p t e m b e r  2 0 1 5  

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO 

Pada tanggal 1 S e p t e m b e r  2 0 1 5  

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 
YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 5  NOMOR 1 3 4 0  

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

tf:"b .  
Kepala B agian T. U .  Kementerian 

GIARTO I 
NIP 1 9 5 90420 1 98402 1 00 1  
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KOP SURAT 

LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 6 • 0 2 0 1 
TENTANG 
BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1 .  Nama Pimpinan/ Ketua Lembaga 

2 .  Alamat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) 

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab 
penuh atas penggunaan dana Bantuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan .dana Bantuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 
tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut 
penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 
disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan 
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional . 

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya. 

. . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Pimpinan/ Ketua Lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

(6) 
(7) 

(8) 
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NO 

( 1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

URAIAN ISI 

Diisi dengan nama pimpinan/ ketua lembaga penerima bantuan 

Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan 

Diisi dengan nama bantuan 

Diisi dengan nama bantuan 

Diisi dengan nama ban tuan 

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun 

Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan 

Diisi dengan nama pimpinan/ ketua lembaga penerima bantuan 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,  

ttd . 

BAMBANG P. S .  BRODJONEGORO 

S alinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umut:Q 

u . b .  
Kepala B agian T . U .  Kementerian 

GIARTOj 
NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1  
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M E NTERI KEUANGAN 
REPU BL IK I N DON ESIA 

LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 
TENTANG ANGGARAN 
BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 

1 . Nama Lembaga Penerima ( 1 ) 

2 .  Alamat Lembaga (2) 

3 .  Nama Bantuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) 

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/ Ketua Lembaga penerima bantuan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) menyatakan bahwa saya : 

1 . Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada 

yang berhak menerima; 

2 .  Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang 

telah dilaksanakan; 

3 .  Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran 

oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah . 

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya . 

. .  . . . .  . . . . . .  . .  , .  . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . .  . . .  (5) 
Pimpinan/ Ketua Lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) 

(7) 
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NO 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

MENTER! ICEUANGAN 
REPUBLIK INDONE:SIA. 

-2 -

PETUNJUK PENGISIAN 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 

URAIAN ISI 

Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan 

Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan 

Diisi dengan nama bantuan 

Diisi dengan nama ban tuai1 

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun 

Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan 

Diisi dengan nama pimpinan/ketua lembaga penerima bantuan 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANGP.S.BRODJONEGORO 

Salinan sesuaislengan aslinya 
Kepala Bik 

u.b. 
Kepala Bagian T. U. Kementerian 

/rv 1 � 

GIART· l . NIP 
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